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BUPATI SOLOK,
bahwa progrom pendidikan ditijukan guna perluasan
clan [HEC leesempatin IIlL'J11}IE'I":I|I'|I | Iy neLr
pendidikin vang  bermutu bag sebiap  wirgn negarn
untuk dapat mengembangkan potensi agare dapat hidup
mandivi di dalam lingkungan masyarakat;
buhwa  dolam rangko  omenyelenggarakion  program
pendidikan untuk semuu serta uniuk meninghkatlkan
pelavanan Pencerimaan Peserti Didik Baru pada Tamon
Kanak-Kanak, Sckolah Dasar dan Sckolah Mencngah
Pertama, diperlukan  peningkaian  akses  layanon
pendidikan  melalui keterlibatan dan pemberdayan
selolah sesuni dengan prinsip. Manajemen  Boerbasis
Seckolah;
bahwa untuk memberikan jaminan a:.::us polavarian
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Konak-
leanalke, Sckoluh Dasar doan Sckolah Menengah Pertarma
diperiukan kebijakan dan Lila cara pengaturanny:;
bahwa  berdasarkan pertimbangan  sehagaimana
dimaksud dalam hurul a, huaraf b dan bural ¢, perlu

menelapkan Peraturan  Bupati tentang  Penerimaan
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Dasar dan Sckalah Menengah Pertams;

Undang-Undang MNomor 12 Tahun [Y56 tentang
Pembentukan Daecrah  Clonem  Kabupaten  dalam
Lingkungan  Daerah  Provinsi  Sumaters Tengah
(Lembaran  Negara Republik  lndonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomoer 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  Nasional  (Lembaran Negara  Repubhb
Irdofesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 430 1)
Undang-Undong  Nomaor 23 Tahun 2014 Lentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomar 244, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesio Nomor 5587) sehapaimana
telah beberapo kali divbab, terakbie dengan Undang
Undang Nomor & Tahun 2015 tentang Perubaloan sedub
ntas Undong Undange Nomor 23 Tahun 2004 (entang
Pemerintalon Daerabh  (Lembaran Negora Ropullik
Incdonesia Tobhun 2005 Nomor 88, Tambahan Lembara
Nepara Republik Indoncsin Namor 5679},

Peraturnn Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 lentang
Pemindahon Ihulkots Kabupaten Sololk dart Wiliwvah kot
Solok ke Koave Aro-Sukarami (Arosuka) i Wilavah
Kecamatun Gunung Talang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taliun 2004 Namor 137, Taombahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 444 7);

Peraturan Pemerintah Nemor 19 Tahun 2003 wentarng
Standar MNasional Pendidikan {(Lembaran Negara Repahhk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4496) schagaimeana
tetah beberapa kali diabah; terakhic dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 fentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerinlah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan [Lembaran Negara
Republil Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republilke Indonesia Nomor 36700;
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Pendanaan Pendidikan [Lembaran  MNegara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20100 tenladang
Pengeloloan dan Penyelengeardsan Pendidikan (Lembaran
Negara Hepublik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 2.3,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Momor 5105]  schagaimana  lelah  diubah  dengan
Perdturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 lentang
Perubahian atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 17
Tuhun 2010 tentang Pengelelaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lemburan  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nemor 112,  Tambahan  Lembaran
Mepara  Republik Indonesia Nomor 3157);

Pergiuron Pemerintal Nomaor 32 Tabun 2003 1entang
Standor  Naslonal  Pendidikan  [(Lembaran Negorn
Republik Indovesia Tahin 2003 Namor 71, Tamibalwn
Lembaran Neparn  Republik Indonesia Nomor 54 10)
sebagal mana welah diubah dengan Poraluran Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2005 Perubaban atas Peroaturian
Pemerintuh Nomor 32 Tahun 2003 lentang Standor
Naslonal  Pendidikan  (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Repablik Indonesin Nomor 56/70);

Peraturarn Memteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomar
29 Tahun 2016 tentang Standar  Proscs Pernciclikan
Dasar dan Menengah;

Peraturan Menieri Pendidilan dan Kebudayaan Nomaor 44
Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didil baru pada
Taman Kanak-Kanak. Sekolah Dasar, Sekaolah Menengah
Perlama, Sekolah Menengah Atas dan Sckolah Mencngah

Kejuruan;

MEMUTUSKAN.

PERATLIRAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAR-KANAK, SERKOLAH
DASAR. DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.
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KETENTUAN UMLUM

Tanal 1

alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
4.

(%

W

100,

2

13,

Dacrah adalah Kabupaten Solok.

Pemerintahan Daerah adalah Bupatl sebagai unsur penyelenggars
pemerintahan  dacran yang  memimpin pelaksuanaan  Urisan
pemerintah yang menjadi kewenangun daera h otonor,

Bupalti adalah Bupati Solok,

Walkil Bupati adalah Wakil Bupati Solok.

Sekretaris Dacrab adaloh Sekretaris Docrah Kabupaten Sololk,
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupalen Solok adalah
Dinas vang menangani bidang Pendidikan Kabupalen Solol,
Taman  Kanal-Koanulk, vang  selunjutnya  disingkat TR odalah
saluh satu bentuk Sckolab anok usia dini pada jalure pendidikon
[ormal.

Selkalnl Dasar, yang sclonjutnya disingkat S0 adalah salal sat
bentuk  satuan pendidikan formal  yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang, pendidilan dasar,

Selkolah Menengah  Pertama, vang sclanjutnys disinglkat SM1°
acdalah  salih satu bentuk satunn pendidikan formal  yang
menyelenggarakan pendidikan wmum pada jenjang poendidikan
dusar sehagai lunjutan dor Sckolab Dasar / Madeasah Iblidaiyuh,
alan bentule lain yvang sederajat mou lanjutan dari hasil belaga
vang diakul sama alau setardg Sckolah Dasar wlau Maclrasah
[btidaivah.

Penerimaan  Peseriy Didik  Baru, wvang  selanjutnya disingkal
PPDBE adalah Penerimaan Peserta [ddik Barw pada Taman Kanak
Kanalk, Sckolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama,
Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didikeyang terdaltar
pada satuan kelas dalam satu Sekolah.

Ujian Nasional yang sclanjutnya disingkat UN adalah kegiatan
pengukuran capaian kompetensi lnlusan pada mata pelajaran
lerleniy secard  husional  dengan mengacu  pada Standar
Kompetensi Lulusan,

Nilai Ujian Sekolsh adalah angka yang diperoleh dan hasil Ujian

Sekolah vane dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekaolah.
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sural keterangan berisikan nilai ujian sekolah schagal nngkat
capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu
VAng riin}'ém]-:mn dalam katlegor.

15, ‘Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah sural pernyataan resmi
dan sah vang menerangkan bahwa pemegangnya telah Lamal belagar
pada satuan pendidikan jalur sekolah yang ditandatangani cleh
Kepala Sekolah Penvelenggara Ujian Sckaolah.

16, Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didile vang terdallar
pada satuan kelas dalom salw sekolah,

17, Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik
adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian
Pendidikan  dan  kebudayvaan vang memual  data saliian
pendidikan, peserta didik, pendidik dun tenapga kependidikan, dan
substansi pendidikan vang  datanyn bersumber  dart satuan

pendidikan yvang terus meneras diperbaliro secara onfiee

I*asal 2

Penerimann Pescrta Didik Baro pado PAULD, TK, 50, 8DLE don sMP

harus berpegong pada prinsip-prinsip

i, Nondiskriminalif, artove selap warga Negara yuangg berusia sckolah
dapal  mengikuti  Pendidikan o kabupialen Solok,  lanpa
membedalan asal usal, apama, ras dan golongan;

b, Obyektifitas, artinve bahwo penerimaan peserta didik, baik pescrta
didik baru  maupun  pindahan  horus memenuhi - ketentuan
ketentuan vang diatur dulam kepuiusan ini;

¢, Transparansi, artinya pelaksanaan penerimasn peserta didik harus
terbuka dan diketahui masvarakat luas termasuk orang Lua dan
pesierld dicik  sehingen  dapat tlihindari PERYVITPHnEunT-
penyvimpangan vang mungkin leciadi dalam penerimaan peserts
didik;

d. Akuntabilitas, artinva pererimaan peserta  didilke barus  dapa
diperlanggungjawabkan  kepada mesyarakat  baik menyangkul
prosedur maupun hasilnya,

e, Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik, kccuali
keterbatasan daya lampung dan wakiu yang tidak memungkinkan
serta adanya kriteria vang ditentukan olch  sckolab dengan

Aietier bamoa ne lenmte anlealah
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Peraturan Bupati ini beriujuan untuk:

=

b,

mendorong peningkalan akses layanan pendidikan; dan
©
digunakan  secbagai  pedoman bagi kepala  Sckelah  cdalam

melaksanakan PPLITE,

BAB Ll
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARL

Hagnian hesatu

Persyvaratan Calon Peserta Didilk Baru

Pasal 4

Persvaratan calon peserta didilk baru pada T aclalah

kL

b,

()

[2)

]

(4]

berusin 5 (lima) tahun alaw  paling rendoh 4 {empat) b
untule kelompok A; dan
berusin 6 (enam) tahun atag paling rendab 5 (lima) whuan untuls
kelompok 3,
Pasul B

Persyaratan calon peseriy didik barw kelas 1 (satu) S0 adalah ;
A, berusia 7 (tujuh) tahun sampal dengan 12 (dua belas) tabung atau
Iy, berusia paling rendah GO (enam) tabun pada tanggal 1 Juli thun

erjalan,
Sekolah wajib mencrima peserta didik yang berusia 7 (tuuh)
tnhun sampai dengan 12 (dua belas) twhun,
Pengecualian  syarat  usia  paling rendah 6 (enamy) tishiun
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) hueaf b yaita paling rendah 5
(lima) tabhun 6 (enam) bulan pada tanggal 1Juli tabun berjalan yang
diperuntukkan bagi calen peserta didik yang memiliki - polensi
kecerdasan danfatau bakal istimews  dan kesiapan  psikis  yang
dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog prolesional,
Dalam hal psikolog prolesional schagaimana dimaksud pads ayal
(3} tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru

sckolah.

Fasal &

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (fujuh) SMEP adalab

=

farisia mabine oo 15 (lima belas) tahun nada tanssal 1 Jalitahun
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memilika jjazah SD fsederajat atad doKumen: 18ln VA o i EAs et

lelah menvelesaikan kelas 6 (enam) S0

Pasal 7
Syaral usia schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan
Pasal 6, dibuktikan dengan akta kelsbiran atau sural lcelerangan
lahiryang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh
Wali Nagari atau pejabat selempat lain yang berwenang BS LI
dengan demisili calon pescrti didilk,
Persyaratan usia dalom pelaksanaan PRDEB sebugaimana dimakosud
dalam Pasal 4, Pasal 5 (ayul 1) hurul a dan Puasal G lhurul & dapat
dikecualikan untuk:
a. sekalah yang menyclenpparakan pendidikan khusus,
b, selkolah vang menyelenpgarakan peondidikan layanan khusis, elan

¢, sekolah vang berada di daerah tertinggal, terdepuan, dan tecluar

Frsal 8

Persyuratan calon puscri didilk baru bail warga negara ndonesia
atau warga negara asing uniuk kelas v (tujuh) SMIP yang erasal dari
Sekolah di Juar neger selan mementhi persyarotan sebagalman
dimaksud dalam Pasul 6, wijib mendapitkon surat keterangan dari
direkiur  jenderal yong menangani bidang pendidikan dasur can
menengal.

Selnin memenuli ketentuan sebapaimeang dimaksud pada ayot (1),
peserta didik  wargn  negara asing  wajib mengikuti mualrikulasi
pencidikan  Bahasa  Indoncsia paling singkat & (enam) ulan venge

disclenggarakan oleh Sckolah yang bersangkutan,

[Misul] @

Calon peserta didik penyvandang disabibitas d spkaolal dikecualiban darn

a.

.

syaral usia schagaimana dima lksud dalam Pasal 4 sampai dengan
Pasal 6; dan
jazah alaw dokumen lain sebagaimans dimaksud dalam Pasal §

buaruf b,
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Jalur Pendaftaran Pencrmaan Peserta [Mdik Baru

Paragral 1

JLTLLIn

Pasal 10
(1) Pendaftaran PPDEB dilaksanakan melalui jalur schagai berikul:
A, EONAS
b, . afirmasi;
¢, perpindahan tugas orang faa/waliy dan/atau
¢, prestast.
(2) Jalur zonasi sebagaimani dimaksud puda avat (1) hurul a paling
sedikit 70% (twjuh puluh persen) deri daya lampung, sckalah.
(3} Jalur afirmasi  sebagnimang dimaksiuel  pada avar (1) horewl b
paling secikit 15% (lima belas persen| duri daya Lampung sekalah,
(4] Jalur perpindahan lugos orang st/ will sebagaimana dimaksod
pada ayat (1) hurul ¢ poling banyvak 5% (lima persen) durl dayo
lampung sekolah,
(5) Jalur prestasi sebagoimani dimalksud pada avat (1) burul d paling

banvak 10% [sepuluh peesen| dari daya Lampung selecalul,

Pased 11
Jalur prestasi sebagoimena dimaksud dalum Pasal 11 ayat (5) Lidak
berloku untuk jalur pendaltaran ealon  pescris clilile baru pada TR

dan kelas 1 (satuw) SD.

PPraspl 12
(1] Ketentuan mengena jolar pendallaran  PPDRIE sebagmimann
dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan unruk:
a. sckolah vang diselenggarakan oleh masyaralal; .
b, seckolah kerja sama;
. sekolah vang menyelenggarakan pendidikan khusus;

d. sekolah vang menyelenpggarakan pendidikan layanan khusus;

e, sekolah berasrama;
. sckolah di daerab tertinggal, terdepan, dan lerluar; dan
g, sckalah di dacrah yvang jumlah penduduk usia sekolah Ldak

Aanat memenuhi ketentean jumlah peserta didik dalam | (satu)
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dacrah yvang jumnlah penduduk usia sckolah tidak dapat memeniahi
ketentuan jumiah pescrin didik dalam L {satu) rombongan lelajar
suh:.—'lgaimar:a dimaksud pada ayar (1] hurufl g ditetapkan oleh
Pemerntah Daerah sesual dengan kewenangannya dan dilaporkan
kepada direktur jenderal vang menangs ni bidang pendidikan anak

usia dini, dasar dan mencigah.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 13
Jalur zonasi sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harul
a, diperuntuldlan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam
wilayah zonasi yang, it tapkan,
Jalur zonasi sebagaimoma dimaksud pada ayal (1) termasuk Kot
bagi anak penyandang disabilitas.
Pamisili calon peserta didil sebagaimuna dimaksued padi ayal (1)
berdasarkan alamot poda kartu keluarga yang diterbitkan paling
sinpkat 1 (satw) tahun sejuk tanggal pendaftaran PIHODE,
Kortu keluarga dapat diguntl dengan surat Keterangin clurmisil
dari Jorong vang dilegalisir oleh Wall Nogarl atau prielhal selempal
lain yang herwenang menerangkan  babhwa pesertn didile vang
bersanpkutan telah beedomisill paling singkat 1 (satu) tathitin sejels
diterbitkannyva sural keterangan domisilt,
Sekolah memprioritaskon calon peserid didlile vanp memilili kartu
keluargn atau  surdl  Kelorangan domisili dalam  satu wilayah
kabupaten/ kota yang samea dengan sckolah asal,

Pasal 14
Calon peserta didik  hanya  dapal memilih L [sata)  Jalu
pendaftaran PPDB dalam | (satul wilsayah zonasi,
Selain melakukan pendaltaran PPDI melalui jalur ZONHUS SesLUal
dengan domisili dalam wiliyah zonasi yvang telah ditetapkan, calon
peserta didik dapat melakukan pendaltaran PEDB  melalur  jalur
afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonas domisili calon

peserta didik sepanjang memenuhi persyaratar.



TR ETEL ok =

Jaluc Alirmasi

Pasal 15

(1) Jalur alirmasi sebagaimana dimaksuwd dalam Pasal 10 ayal (1)
huruf b, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dar
keluarga ekonomi tdak mampa,

(2) Calon peserta didik vang berasal dari keluarga ckonomi tdak
mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan
bukti keiloutsertann calon peserta didik dalam program penanganan
lkeluarga tidak mampu dar Pemerintah Pusat olaw Pemeriniah
Dacrah,

[3) Calon peserta didik vang masuk melalui jalur aficmast merupalkan
calon peserta didik yang berdomisiti di dalam dan di luar wiluyah

zonasi sckolah yvang bersanpgkutan,

Pusal 16

(1) Bukt keikutsertann dolion program  penonguian Keluarga tidalk
momptt  dari Pemerintalh Pusat  atau Pemerintah Duaerab
sebagnimana  dimaksud dalam Pasal 15 ayat () wajih dilengkagp
denpan surat pernyationn dard orang tue/wali calon peserta didik
vanp menyatakan bersedia diproses secora hukum apabila terbuki
memalsulan  bukti  keikulsertaan  dalaom  program  penanganan
keluarga tidak mampu durl Pemerintoh Pusat alau Pemerintah
Daereh.

(2} Dalam hal terdapat dugasn pemalsuan bukt ketkuisertaon dalam
program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintab Pusal
alay Pemerintal Dacrah scbagrimann dimaksud  pada ayat (1),
Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakulian verilikasi data
dan lapangan serta menindaklanjut hasil verifikasi sesual dengan

ketentuan perundang-undongan.,

Paragral 4

Jalur Pindah Tugns Orang Tua /Wali

Pasal 17
(1) Perpindahan tugas orang lua/wali schagaimana dimaksud dalam

Paaa]l VY avat P11 ool oo il letilean donesar sural penusasan daci
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untuk anak guru,

Pasal 18
(1) Jalur prestasi sebagaimans dima ksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf d, ditentukan berdasarkan:
a. Nilai Ujian Sekolah ataun UN atau akumulasi nilai rapor
ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/atan
. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik
dan non akademilk pada tingkat internasional, angka nasivnal,
tingkat provinsi, dan /ataw tingkat kabupaten.
(2) Bukli atas presiasi scbagaimand dimaksud pada ayal (1) hurul b
diterbilkan paling singkal 6 {enam) bulan dun paling lama 3 (tiga)

tahun sejak tangeal pendoftoran PPDE,

Hagian Retign

Pelaksanann Penerimaan Peserin Didilk Baru

Prragral o

Taliap Pelaksanann Penerimann Paseria Didik Baru

Pasial 19
(1] Pelalsanaan PPDB dimulai dari tahap
A, pengumuman pendallarn penerirmann calon peserta didik bar
dilakukan secara terbuka,
b, pendaftaran,
¢, seleksi adminisirasi;
¢, pengumuman pencetapan peserta diclik baru; dan
& daftar ulang.
(2} Pelaksanaan PPDBE  pada sekolah  yang  mencrima  bantuan

gperasional sckolah tidak boleh momungul Liayi.

Paragrafl 2

Pengumuman Pendallaran

Pasal 20

(1) Pengumuman pendaflaran penerimaan calon peserta didik  baru

= 8 Ry L =t L] - el By e RIS S
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diselenggarakan oleh masyarakal yang menerimd dana BOS.

(2) Pengumuman  pendaflaran  pencrimaan  calon  peseria didik bary
.t-.n;':l".nagaim;_ufm dimaksud pada ayvatl (1) dilaksanakan paling lambat
mingzu pertama bulan Mei.

(3] Pengumuman  pendaftaran penerimaan calon  peseria didik
sehagaimana dimaksud pada ayal (2) paling sedikil  memuat
informas sebagal berkat
a, persyaratan calon peserta didik sesual dengan jenjangnya;

b, tangeal pendaftaran;

c. jalur pendaftaran vang teedici dar jolur sonasi, jalur aficmasi,
jalur perpindahan tugas orang tuafwali; dan/ataw jalur prestasy

d, jumlah daya tampung yang tersedin pada kelos 18D, kelas
dun 7 SMP sesual dengan data Rombongan Belajar dalam
Dapodik; dan

e, tanggal petelapan pengumutnon hasil proses scleksi PRI,

Peragraf 3

Pendaltaran

Pasal 41
(1) Pendaftaran PPDB sebagoimana dimaksud dalarm Pasal 19 avat (1)
hurul b, dilaksanakan dengan menggunakon mekanisme dalam
jarimgan (daring).
(2) Dalam  hal tidak tersedia  fasilitos jaringan, maka  PI'REB
dilaksanakan melalui melkanisme hear jaringan (luring) denpgan
melampirkan [olo copy dokumen yang dibutuhkan sesual dengan

P’

Persvaralan,

Puragraf 4

Seleks

Pagal 22
(1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang Lutef wali
untuk calon peserta didik kelas | {satu) SD mempertimbangkan
kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikul:
a. usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 aval (1); dan

T A S ot T e N LT I A e Y P o (el P g hces CEe e i e TS P Bl Dt e
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paling singkal 1 (satu) tahumn.
Sekolah wajib mencrima peserta didik vang berusia 7 {tujuh]
tahun sampai 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah
terdekat dari sekolah.
Jika usia calon peserta didik sebagaimans dimaksud pada
avat (1] sama, maka penentuan peserta didik didasarkan
pada jarak tempat tinggal calon peserta dichk yang terdoekal
dengan sekolah.
Seleksi calon peserta didik barua kelas | (sat) 51 tidak boleh
dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/otau

berhitung.

Pasal 23
Seleksi ealon pescrto didik baru kelos 7 (tujub) SME - dilalaakan
denpan memprioriluskan  Jarak  lempal  tinggal terdekat ke
sekolah dalam wilayah zonasi,
Jika jarak tempal tinggal ealon peserta didik dengan sikoluh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untulk
pemenuhan kuota/daya lampung terakhir menpggunakan  usio
peserta didik vang lebib o berdusarkan sural keterangan lahir

alau akta kelahiran,

Paragral 5

Rombonpan Belajur

Pasal 24
TK paling banyak 25 arang dalam | {sata) rambel,
S0 paling banyak 28 orang dalam | (satu) rombel,

SMP paling hanvak 32 orang dalam | (satu) rombel,

Pasal 23
Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB,  sckolah memiliki
jumlah ealon pescria didik yang melehihi dayva tampung, maka
Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut
kepada dinas pendidikan
Dinas pendidikan scsuai  dengan kewenangannya wab
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dimaksud’ padaayal | L) pacas SeEola N AT Tl LTI YA Sl ALl

VANE SAMA,

(3] Dalam hal daya tampung sckolah lain pada wilayah zonasi
yang H.’:J_l:ﬂi:l. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia,
peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi
terdekat.

[4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dima lesuad
pada  ayal (3) dapat melibatkan satuan  peodidikan yvang
disclengparakan oleh masvarakal sesual kriteria yang ditentiakan
oleh Pemerintah Daerah,

(5] Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayet (1), ayal (2], dan
ayvat (3) dilakukan sebelum pengumumun penetapan hasil proses
seleksi PRI,

(B) Dalam pelaksanaan PPOB, sekolah yang disclenggarakan oleh
Pemerintah Daerah tidak boleh:

a,  menambah jumlsh rombongan belajae, jilka rombongan belagar
v ada telah memenuhi atan melebihi ketentuan rombongan
belajar dalam standar npsional pendidikan dan sekolaly ticlak
memiliki lahan; dan/aiau

b, menambah ruang kelas baru,

Pasal 26
Palam  hal daya tampung untul jolur afivmasi atau jalur
perpindahon tugas orang wa/wali tidalk mencukup, malka selelesi

dilakukan berdnsarkon jurak tempat tingeal terdekat ke sekolah,

Pasal 27
Dalam hal daya tampung untuk jalur prestast tidak mencukup,
malea seleksi dilakekan dengan penentuan pemeringlatan nilal

prestast oleh sekolah

Pargeral b

Fengumuman Penetapan

Pasal 28
(1) Pengumuman penetapan  peseria  didik baru  scbagaimana
dimnaksud dalam Pasal 19 ayval (1) huraf d  dilakukan sesual

Hermaat =ahir vendafraran dalamm PP



(2] Penetapan pcscrta didik (Darl  dilakukan Derdasardait s
rapat dewan guru vang dipimpin oleh kepala Sckolah dan
ditctapkan melalui keputusan kepala sckolah.

(3] Dalarn hrﬂl kepala sckolah sebapaimana dimaksud pada ayat (2]
belum definitif, maka penctapan peserta didik bar dilakukan oleh

pelaksana tugas (pli) kepala sekolab yang di 5k kan oleh Bupati.

Paragral ¥

Pendaltaran Llang

Pasal 24
Pendaltaran ulang dildkukan oleb calon peserta didik baru yang
telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik
pada sekolah yang bersongkutan dengan menunjulkan dalsumen

asli yang dibutuhkan scsual dengan persyaratan,

ERIERIN
PENDATAAN ULANG

Pasal 30
(1) Pendutaan ulang. dilnkukan oleh Th, SB dan SMP untuk
memastikan  status  peserta didike lame pada  sekolab vang
bersanekutan,
(2) Pendataan ulang scbagaimana  dimaksued  pada ayat (1) tidak

holeh memungut biayu,

Hag IV
PERPINDAIAN PESERTA DIRIK

Pasal 31
(1] Perpindahan pescrta  didik antar  sekolah © dalam salu
kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi,
atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala
sekolah asal dan kepala sckalah yvang dituju.
(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik scbagannana
dimaksud pada ayat (1), makd sckolah vang bersangkutan wajib

memperbaharal Dapodil.
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(2)

(1)
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(1) dan ayal (2] wajib memenuhi  kKetenluan persyaratan
PPDEB dan/alau sislem #onasi.
s
Pasal 32

Peserta didik setara 8D di negara lain dapat pindah ke SD di

Indonesia setelah memenuhi:

a. surat pernvataan dan kepala sckolah asal, atau lembaga
vang berwenang menpurus pendidikan di negara asal
pindah;

b, surat keterangan dad direktur jenderal yang menangani

bidang pendidikan dasar dan menergah; dan

¢, lulus tes kelayakan dan penempatan yang disclenggarakan

sekolah vang dituju.

Peserta didik setarn SMP di negara lain dapat diterima di SMP

di [ndonesia setelah:

a.  Menyerahkan [utokepi {azah atau dokumen lain yang
membuktikon babwa pescerta didile  yvong bersangkotan
telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumiyg

by, sural pernyataan darl kepala sekolah asal, atau lembuaga
vang berwenang mengurus pendidikan ol negara asal
pindab;

¢, surat  keteranpgan dari direklur jenderal yang menangani
hidang pendidikun dusar dan menengah; dan

d, lulus tes kelayokan dan penempatan yang disclenpggarakan

selecoliah vange dituju.,

Pasul 33
Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima
di 8D tidak pada awal kelas 1 (satu] setelah lulus tes kelayakan
dan  penempatan  yvang  diselenggarakan  oleh 50 yang
hersangkutan.
Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima
di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi
pUrsyATALan,
a. memiliki jjazah keselaraan program Pakel A; dan
. lulus tes kelavakan dan penempalan yang diselenggarakan

alelh S0P vane bersanakuotan,
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pendidikan nonformal/informal ke  sckolah  sebagaimans
dimaksud pada ayat (1), dan ayal (2), maka seckalah vang

L -
bersangkutan wajilb memperbahari Dapodik.

BABYV
PELAPORAN AN PENGAWASAN

Mosal 34
Sckolah  wajib  melakukan  pengisian,  pengioiman,  den
pemutakhiran data pescria didik dan rombongan belajar tlalam
Dapodik sceara berkala paling sedikil 1 {salu] kali dalam 1 {satu)
HETTIESTEr,
Sekalab wajib melaporkan pelaksanasn PPDI dan perpindahan
peserta didik antar sckolah setiap tabun pelajurun kepada Dinas

Pendidikon Pemuda dan Olnhraga sesual dengon kewenangannya,

Pasgal 35
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaheaga melnkulean koordinasi,
pemantauan dan evaluds pelaksanaonn FRDE,
Dinas Pendidikan Pemuda dan Qlahragn melaporkan pelalsanaan
FROB kepada Kementrian Pendidikan melalui lembaga peajaminam

it pendidilon,

[4AE W1
HAMIE]

Pasal 36

Pemalsuan werhadsp

pi]

Kartu keluarsa
b, Bukti scbagai peserta didik vang herasal dari keluarga
ekonomi tidak meampu; dan
¢, Bukti atas prestas
Dikenai sanksi sesuai ketenluan peraturan perundang-undangan

yvang berlaku.
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KETENTUAN LAIN-LAIN

Peisul 37
Segala sesuatu hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati i akan
diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta [hdik

Barul.

BAB VI
PENUTUF

Pasal 38
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan aguar
setinp orang mengetahuwinyos momerintabian pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrabh Kabupalen

Solok,
Ditetaplkan di Arosulkia
paca tangeal 27 ey 2020
BLPAT SOLOK,

]

ALISMAL

Diundangkan ci Arosuka

pada Langpal 2@ Dhass 0000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,
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